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ABSTRAK : - Bahwa untuk lebih meningkatkan daya saing ekonomi nasional dalam perdagangan

CATATAN :

internasional, meningkatkan kinerja logistik nasional dan mendukung terciptanya
keamanan rantai pasok dunia, serta menyempurnakan ketentuan mengenai operator
ekonomi bersertifikat ( authorized economic operator) agar sesuai dertgan
international best practice on World Customs Organization SAFE Framework of
Standard (WCO SAFE FoS) to secure and facilitate global trade, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Operator Ekonomi Bersertifikat
(Authorized Economic Operator).

Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU No. 10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No. 75, TLN
No. 3612) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2006 (LN Tahun 2006
No. 93, TLN No. 4661), UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916),
Perpres 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), Permenkeu Rl 118/PMK.01/2021 (BN
Tahun 2021 No. 1031) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI
141/PMK.01/2022 (BN Tahun 2022 No. 954).

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Operator Ekonomi Bersertifikat (Authorized Economic Operato'fl yang selanjutnya
disebut AEO adalah Operator Ekonomi yang telah mendapat pengakuan oleh
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sehingga mendapatkan perlakuan kepabeanan
tertentu. Operator Ekonomi yang dapat diberikan pengakuan sebagai AEO terdiri atas
Manufaktur, Eksportir, Importir, PPJK, Pengangkut, dan/atau pihak lainnya yang terkait
dengan fungsi rantai pasokan global, meliputi namun tidak terbatas pada Konsolidator,
perusahaan yang melakukan kegiatan sebagai tempat penimbunan sementara, tempat
penimbunan berikat, dan perusahaan di kawasan bebas. Operator Ekonomi yang telah
memperoleh pengakuan sebagai AEO diberikan perlakuan kepabeanan tertentu
berupa perlakuan kepabeanan bersifat umum dan/atau khusus.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor
227 /PMK.04/2014 tentang Operator Ekonomi Bersertifikat (Authorized Economic
Operator) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1922), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal
diundangkan.

Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 6 Desember 2023 dan diundangkan
pada tanggal 12 Desember 2023.

Lampiran 22-121.



